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ABSTRAK 

 

Alberth Rizky Wijaya Manurung, NPM 18.81.0173, dengan judul, IMPLIKASI HUKUM 

PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID 2019 (Telaah Terhadap Peraturan 

Pemerintah  RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar) di bawah 

bimbingan Drs. H. Hanafi Arief, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Pembimbing I dan Dr. Afif Khalid, S.H., 

M.H.,M.Pd selaku Pembimbing II. 

 

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Pelaksanaan Perkawinan, Pnademi Covid 19 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan 

mendeskripsikan implikasi hukum pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan disebabkan 

pembatasan-pembatasan pada masa pandemi covid 19 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah  RI 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia selain dalam KUHPerdata diatur secara 

khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

Pengaturan perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan selain dilakukan menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing, juga dilakukan pencatatan. Wabah pandemi Covid-19 yang menimpa 

Indonesia ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non-alam dan Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala  Besar. Kementerian Agama 

Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 

P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020, menyebabkan banyak didapati perkawinan yang 

dilakukan hanya berdasarkan agama, namun tidak dicatatkan. Hal ini memiliki implikasi hukum tidak 

saja terhadap pasangan dalam perkawinan, namun juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak dicatat, seperti anak tidak mendapatkan pengakuan yuridis sebagai anak dari ayah 

biologisnya dan lain sebagainya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



untuk mencatatkan perkawinan.
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PENUTUP 

1. Perkawinan di Indonesia selain dalam 

KUHPerdata diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 yang kemudian diubah dengan 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. 

Selain juga diatur dalam Instruksi 

Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam. Pengaturan perkawinan 

menghendaki agar setiap perkawinan 

selain dilakukan menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing, juga 

dilakukan pencatatan. 

2. Wabah pandemi Covid-19 yang 

menimpa Indonesia ditindaklanjuti 

oleh pemerintah dengan Peraturan 

Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non-alam dan 

Penyebaran Covid-19 sebagai bencana 

Nasional. Kementerian Agama 

Republik Indonesia juga mengeluarkan 

Surat Edaran Kementerian Agama 

Republik Indonesia No. P-

002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 

2020 dengan tujuan mencegah 

penyebaran Virus Covid-19 tersebut. 

Hal ini menyebabkan banyak didapati 

perkawinan yang dilakukan hanya 

berdasarkan agama, namun tidak 

dicatatkan. Hal ini tentu memiliki 

implikasi hukum tidak saja terhadap 

pasangan dalam perkawinan, namun 

juga terhadap anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak dicatat. 
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